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Walaupun gagasan ini sangat positif tapi, secara teoritik kredo ini tak bebas kritik. Saya mau
meminjam analisa James Petras, Morris Morley, dan Richard Robison dkk, untuk melakukan
kritik terhadap kredo “Negara adalah Kita.” 
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Menurut ketiganya, kita mesti membedakan antara Negara dan rejim. Petras dan Morley,
mengatakan, negara adalah lembaga-lembaga politik permanen dalam masyarakat seperti,
militer, pengadilan, birokrasi sipil, dan pejabat-pejabat tinggi bank sentral. Menurut mereka,
lembaga-lembaga politik permanen ini menyatu dengan sistem kelas yang berkuasa dan secara
bersama-sama mereka membentuk “the state.” Dengan pengertian seperti ini, maka formasi
negara sebagai produk perkembangan sejarah berakar pada konflik dan bertumbuh dalam
formasi sosial tertentu. Dan kata Robison dkk, karena bentuknya mengada dalam konteks
hubungan sosial, maka adalah keliru jika kita memandang negara atau aparatus negara
sebagai lembaga yang netral.
Sementara itu, rejim adalah elemen-elemen pejabat non-permanen yang menduduki cabang
eksekutif dan legislatif. Mereka ini, biasanya, dalam merancang kebijakan berada dalam koridor
negara dan kepentingan kelas dominan. Ketika rejim berbeda secara substansial dari negara,
krisis muncul ke permukaan – yang biasanya berakhir dengan pergantian rejim melalui kudeta
oleh negara. Robison dkk, menambahkan, rejim, adalah tipe-tipe tertentu dari organisasi negara
yang mewujud dalam beragam bentuk seperti, demokrasi liberal, demokrasi korporatis,
demokrasi oligarki, kediktatoran, fasisme, otoritarianisme korporatis, totalitarianisme, dsb.
Sementara, pemerintah adalah legislatif dan cabang-cabang eksekutif dari aparatus negara dan
para pejabatnya, partai-partai atau individu-individu yang mengontrolnya.
Indonesia pasca kemerdekaan punya contoh menarik soal ini. Sebagai negara kapitalis,
Indonesia pernah dipimpin oleh rejim nasionalis-populis Soekarno. Antara rejim Soekarno dan
negara berbeda kepentingan dan karena itu, rejim Soekarno harus ditumbangkan. Pasca itu,
rejim Orde Baru (Orba), bergandeng mesra dengan negara, yang oleh Robison, dikatakan,
“negara Orba menjadi bagian integral dari perkembangan kapitalisme dan kelas kapitalis
Indonesia.” Rejim ini hanya tumbang oleh gerakan rakyat yang masif.
Tetapi, kita lihat, walaupun rejim Orba telah tumbang dan muncul rejim baru hasil pemilu
(electoral regime), negara Indonesia tetaplah Negara Kapitalis. Status ini tidak berubah,
walaupun rejim elektoral datang silih berganti.
Dengan posisi teoritik seperti ini, konsekuensinya: pertama, kredo “Negara adalah Kita” tidaklah
tepat. “Negara” sesungguhnya “Bukanlah Kita,” karena negara teralienasi dari kita. Para pejabat
negara tidaklah dipilih melalui hak pilih universal, ia duduk di sana berdasar hak-hak istimewa
yang dimilikinya. Kredo ini mempunyai implikasi lebih lanjut namun, bukan kapasitas artikel ini
untuk membahasnya.
Kedua, ketika gerakan progresif mencapai sintesa baru, ketika ia memutuskan bertarung untuk
memperebutkan arena negara, maka gerakan progresif mengangkat dirinya ke level rejim atau
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pemerintah. Misalnya, menjadi rejim populis radikal a la Evo Morales di negara Bolivia yang
kapitalis, atau bahkan menjadi rejim sosialis-bolivarian a la Hugo Chavez di negara Venezuela
yang kapitalis.
Konsekuensi ketiga dari sis teoritik, kita tidak bisa lagi memandang negara sebagai sesuatu
yang monolitik. Bahwa seluruh pejabat negara atau juga rejim berkuasa pastilah tukang gebuk
pemodal. Ada banyak kepentingan yang bertarung di sana, bergantung pada keseimbangan
kekuatan politik.
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